- PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
- NOMOR 10 TAHUN 2013 S
| TENTANG '

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH ,
KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS UNCAK KAPUAS MANDIRI :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
R Mér‘limb'ang' bahwa berdasarkan Pasal 31, Paéai"32 dan
AR  Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas, maka

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan
. Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas
. Uncak Kapuas perlu dilakukan perubahan

khususnya Pasal 7 yang menyangkut ketentuan T

- modal dasar perseroan, maka perlu menetapkan -
" Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
‘Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu-

Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan - -

Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas
. Uncak Kapuas Mandm

Méngihgét :‘_._1'1‘.‘ * Pasal 18 ayat (6) Undang~Undang Dasar SRR

- Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

) - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 -

tentang  Penetapan  Undang-Undang

" Darurat Nomor 3 . Tahun 1953 tenta.ng R

Pembentukan Daerah Tingkat 11 di k

 Kalimantan (Lembaran Negara Republik ~:
- Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai -~
" Undang-Undang = (Lembaran - Negara = - . .
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor R

72, Tambahan Lembaran Negara Republlk
Indonesia Nomor 1820),. IRRRRERE



_:Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962"3?-'_

. tentang Perusahaan Daerah (Lembaran-'-_[":_- _'
- ' Negara Repubhk Indonesia Tahun 1962 . '

R :':.::_'Nornor 10, ‘Tambahan- Lembaran Negara;zi S
'~ . Republik Indonesia Nornor 2387),

- "'.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.-:'--5

i -"-.-_'_='_tentang Keuangan Negara (Lembaran_-- '. A
..~ Negara Republik- Indonesia. Tahun 2003 - -

.~ Nomor 47, Tambahan Lembaran Ncga:a,;._"}-_j*;.-._ PEREE
-~ "Republik Indonesna Nomor 4286), 5

. '_'Undang-Undang Nomor 15 Tahun’ 2004:;].__-

. _tentang  Pemeriksaan Pengelolaan dan -
~"“Tanggung * Jawab Keuangan Negara . .-

* (Lembaran Negara Republik - Indonesia .

. Tahun 2004 Nomor . 66, Tambahan -
- ‘Lembaran Negara Repubhk Indoncsw._:-:-*'-_:.;_'_._:.'33

 Nomor 4400 . AR
. Undang-Undang Nomor 32 ’I‘ahun 2004'! U

" . tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran . ==
¢ .. Negara chubhk Indone31a Tahun 2004'_}_"-“2.{!:._: B
. Nomor 125, Tambahan Lembara.n Negara . . .
. 'Republik Indonesia Nomor 4437y o
* ' sebagaimana telah diubah beberapa kali .

- yang terakhir- dengan Undang—Undang'_"__‘ e

" Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan REa

_Kedua Atas. Undang-Undang Nomor 32 o
:_.'5_:=Tahun 2004 .. tentang Pemenntahan LT
- ‘Daerah (Lembara.n Negara ' chubhk_ L

o _' - Indonesia ~ Tahun 2008 - Nomor - 59,

_'_"_Tambahan Lembaran Ncgara Repubhk_._' :
f'-_-'-_'__IndonemaNomor4844}, R

7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;_-’ SR AN
" tentang Penmbangan Keuangan ‘antara - AR
S . Pemerintah . Pusat - dan ' Pemenntahan-_,f.‘-_;
~*-Daerah (Lembaran Negara “Republik .

R Indonesia - “Tahun - -~ 2004 Nomor 126, . |
e __Tambahan Lembaran Negara Repubhk._ S e
. Indonesia Nomor 4438), AR

Undang—Unda.ng Nomor' 40 Tahun 2007 : .

‘tentang Perseroan Terbatas . (Le_mbaran '
Negara Repulik Indonesia Tahun 2007

" Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara' RASCE

|   .-: "'_-Repubhk Indonesm Nomor 4756), AR



o, ._};Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011: o

. tentang .Pembentukan Peraturan_'- o o _' |
. ;'-Perundang—Undangan (Lembaran Negara = -

 "Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara chubhk

- Indonesia Nomor 5234); R .
. -_':10_."_':_f_Peraturan Pemermtah Nomor 79 Tahun :
. .-2005 tentang: - Pedoman Pembinaan ‘dan

- Pengawasan Penyelenggaraan_f

L 'Pemenntahan Daerah (Lembaran Negarafﬁ_" .
"’ Republik Indonesm Tahun 2005  Nomor .
© 165, Tambahan " Lembaran Negara'--_.
Republik Indonesia Nomor 4593), e

1 1. -Peraturan Menten ‘Dalam Negerl Nomor 1 _
" Tahun 1984  tentang = Tata - Cara.

Pembinaan - dan Pengawasan Perusahaanj_z;_-i.__
- Daerah di ngkungan | Pemermtah__'r.;-- RO D

R :.'.'.-:'.'Daerah | _ __ S
e 1"2'.'. - Peraturan 'Daérah Kabu'pateﬂ ' Kaﬁuas |
.. Hulu Nomor~9 Tahun 2012 tentang -
Pembentukan Badan Usaha Mlhk Daerah

.. Mandiri; fe

: Dengan Persetujuan Bersama i
L __: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
o dan
| --.BUPATI KAPUAS HULU
- MEMUTUS'I{:AN:'.-- S
. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN

_-:.ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN-=
'KAPUAS HULU NOMOR 9 ’I‘AHUN 2012

. TENTANG = PEMBENTUKAN ~BADAN USAHA
' 'MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS UNCAK

B _KAPUAS MANDIRI



1‘
"--':_,_"_.,ayat (3a) dan ayat (3b), sehmgga Pasal 7 berbunyl sebagal .
'_-',_-._benkut |

Pasal I

HREE --_'-:Ketentuan Pasai 7 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas:'f'.

- Hulu Nomor 9 'I‘ahun 2012 tentang 'Pembentukan Badan Usaha. R
'_:-fMlll.k Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri

o (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012 Nomor

. 15), dlubah sehmgga berbunyi sebagau bcnkut L

Diantara ayat (3} dan ayat (4), dls131pkan 2 (dua) ayat, yakm

o

@

o (3a)

_7 | - o

e (5)

Pasal 7

Modal PT. UKM akan dltetapkan di dalam Anggaran' -
Pasar., ' ,

Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :.4

a.  penyertaan modal daerah, yang berasal dari

- kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

| 'b penyertaan modal pihak ketiga.
(3)

Modal dasar P’I‘ UKM mehpuu seluruh kekayaan yang'
ada dan dimiliki oleh PT. UKM terhitung pada saat
dlbuatnya Akta Pendirian /Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas

Modal dasar 'PT. Uncak Kapuas Mandxn sebesar-j

;‘Rp15 000. 000.000,00 (lima belas miliar ruplah)
Palmg sedilit 25% (dua puluh hma persen) dan modal L

dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3a] hams .
dltempatkan dan disetor penuh

Pemenntah Daerah adalah pemegang saham mayontas

' Penambahan modal melalm penJualan saham tldak' v
melebihi kepermllkan saham Pemenntah Daerah dan_- S
iharus mendapat persetu_]uan DPRD. '

Ketentuan lain mengenai perubahan modal dasar P’I‘ :
UKM dltetapkan oleh RUPS sebagaimana diatur dalam,_l '

' Anggaran Dasar sesuai peramran perundang—undangan""
'yang berlaku,



Pasal II

[ Peraturan Daerah nn mulaJ berlaku pada tanggal dzundangkan

" Agar setlap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Dxtetapkan di Putusmbau
pada tanggal 29 Oktober 2013

BUPATI KAPUAS HULU .
/960,

A M NASIR

o _Dlundangkén' di Putussibau
R .pada tanggal 20 Dcsember 2013

ch SEKRE’I‘ARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU T

YOHANA ENDANG

 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 20 13

i .;-.;,__._NOMOR mwoo




- PENJELASAN e
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU S

NOMOR 10 TAHUN 2013
“  TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH S,
KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 9 TAHUN 20 12

. TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH SRS
 PERSEROAN TERBATAS UNCAK KAPUAS MANDIRI R

;;UMUM

Berdasarkan Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004

R tentang Pernenntah Daerah sebaga.lmana _telah diubah .

beberapa kall dan ‘yang terakhir - dengan Undang—Undang - |
" Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun -
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara. Pemerintah
L Pusat dan Pemenntah Daerah, Peraturan Pemermtah Nomor

.. .58 Tahun 2005 ‘tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah serta
~Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun - 2006'
- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
. Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pemerintah Daerah
[ dapat menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk -

e menyertakan modal (mvesta51) bajk dalam Jangka pendek ',

L maupun Jangka pan_]ang

Untuk itu dalam rangka menghadapl perekonomlan B |

BRI fIglobal dewasa ini ~salah satu langkah yang dltempuh

‘Pemerintah Daerah Kabupaten | Kapuas ‘Hulu untuk’ =~

x___:;_:_ menmgkatkan pembangunan bldang ekonoxm yaltu me1a1u1
- pembentukan Badan Usaha Mlllk Daerah yang berbentuk
SR badan hukum Perseroan Terbatas e

o Dengan terbentulmya Badan Usaha Mlllk Daerah PT o
S ".Uncak Kapuas . Mandiri dengan dldukung kormtmen P
e J.?_':pemberdayaan yang optimal baik dari segi dukungan ﬁnemsml"= §
- :.-penyertaan modal daerah maupun akses memasuki- peluang

B _-usaha, maka dlharapkan dapat rnemngkatkan kematnpuan

L ;'--j_jpendapatan daerah dan daya samg daerah



o Angka 1
o Pasal 7

v Pasal Mo
e Cukup Jelas




